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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkah dan
rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Indikator Kinerja Utama
(IKU) Dinas Pemberdayaan Masyvarakat dan Desa Kabupaten Seruyan Tahun 2026.
Indikator Kinerja Utama (IKU) SOPD, menjadi sangat penting artinya dalam mewujudkan
manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil.
Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi
dan menjadi dasar evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran. Indikator
Kinerja Utama (IKU) Organisasi dimaksudkan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang bersangkutan dalam rangka akuntabilitas
dan transparansi yang berpedoman pada pelaksanaan Rencana Strategis Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dengan
sasaran strategis : meningkatnya tata kelola pemerintahan desa, meningkatnya lembaga
ekonomi desa aktif, meningkatnya partisipasi masyarakat di desa dalam mendukung
pembangunan dan meningkatnya kelembagaan dan kinerja perangkat daerah.

Kami berharap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disusun dapat memberikan daya
guna baik untuk peningkatan kinerja organisasi dan aparatur serta peningkatan
akuntabilitas instansi, sebagai upaya mewujudkan “Good Governance” dilingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada khususnya dan Lingkup Pemerintah Kabupaten
Seruyan pada umumnya.

Kuala Pembuang, 2026
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IKHTISAR EKSERKUTIF

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran strategis operasional. Penetapan Kinerja disusun berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29
tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai
dengan tupoksi dinas yang mengacu kepada rencana strategis (Renstra) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan Tahun 2025 - 2029.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolak ukur pada penilaian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan
tahun 2026, hal ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan tahun anggaran 2026, dan
mengingat pelaporan implementasi berbagai kebijakan Negara vang menitik beratkan pada
upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan kepemerintahan vang baik (Good
Governance).

Seiring dengan upaya merealisasikan good governance, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan
program, mewujudkan tercapainya sasaran, serta merujuk pada RPJMD Kabupaten
Seruyan maka visi pembangunan jangka Menengah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029
adalah “TERWUJUDNYA TRANSFORMASI PEMBANGUNAN KABUPATEN SERUYAN
YANG BERKELANJUTAN, SEJAHTERA, ADIL, MAJU, DAN AMANAH”. Sebagai upaya
perwujudan visi pembangunan jangka menengah, sebagai berikut:

“Berkelanjutan” memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan berkontribusi dalam menerapkan
tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB) dengan tetap memperhatikan keseimbangan
pertumbuhan ekonomi, keadilan dan kehidupan sosial Masyarakat terhadap pelestarian
lingkungan dengan tata kelola yang baik untuk memastikan keberlangsungan kualitas kehidupan
saat ini dan generasi mendatang.
"Sejahtera” memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan akan mewujudkan sumber daya manusia
yang berkualitas dengan tepenuhinya pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan, jaminan
sosial dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menumbuh kembangkan ekonomi
daerah, lingkungan yang sehat dan dinamis, rendahnya tingkat kriminalitas serta tingkat
kebahagiaan yang relatif lebih tinggi dan tata Kelola pemerintahan yang baik dan cerdas.
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“Maju” memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan berkomitmen untuk menciptakan daya saing
ekonomi yang inklusif dan kolaboratif dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala
potensi daerah yang dimaknai dengan peningkatan pendapatan PAD dan DBH melalui
peningkatan pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya daerah. “Adil” memiliki arti bahwa
Kabupaten Seruyan berpegang teguh untuk mewujudkan pemerataan pembangunan tanpa
diskriminasi sesuai dengan pengembangan potensi daerah yang mengedepankan persatuan dari
semua pihak. Selain itu, menjamin keterbukaan akses secara merata dan kesempatan yang sama
dalam pelayanan publik, serta menjamin prinsip persamaan hak dihadapan hukum, penegakan
supremasi hukum dan perlindungan HAM,

“Amanah” memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan akan menjamin terwujudnya pemerintahan
yang dapat dipercaya oleh masyarakat dan membentuk masyarakat yang sadar dalam hak dan
kewajibannya masingmasing untuk mewujudkan tata Rencana Strategis (RENSTRA) I11-25 Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Seruyan Tahun 2025-2029 kelola pemerintahan yang
partisipatif, akuntabel, transparan, responsif, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan
nepotisme, sehingga tercipta solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, komitmen dan
tanggung jawab yang baik antara pemimpin dan masyarakat. Misi merupakan penjabaran dari
visi yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengimplementasikan langkah-langkah strategis
untuk mewujudkannya. Misi dirancang sebagai landasan dalam menetapkan tujuan, sasaran,
serta kebijakan. Proses penyusunan misi mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan
strategis, baik dari aspek internal maupun eksternal. Analisis terhadap kekuatan, kelemahan,
peluang, dan tantangan dalam pembangunan daerah juga menjadi bagian penting dalam
menyusun misi. Dengan demikian, misi bertujuan untuk memperjelas langkah-langkah konkret
yang harus ditempuh agar visi dapat direalisasikan secara optimal. Sebagai bagian dari upaya
mewujudkan visi, telah ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten
Seruyan untuk periode 2025-2029, antara lain:

MISI | : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun
Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul

MISI 11 : Mewujudkan lklim kehidupan yang Berbudaya, Demokratis, Agamis,
Bermoral, Tertib, dan Inklusif

MISI 1 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa, dan Inovasi
Layanan Publik
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MISI IV : Mewujudkan Harmonisasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan
Bencana

MISIV .  Mewujudkan Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Investasi Daerah
Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan Daerah
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DAFTAR ISI
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kinerja (performance] menjadi isu dunia saat ini. Hal tersebut terjadi
sebagai konsekuensi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan
prima atau pelayanan yvang bermutu tinggi. Mutu tidak terpisahkan dari standar,
karena kinerja diukur berdasarkan standar. Melalui kinerja Aparatur, diharapkan
dapat menunjukkan kontribusi profesionalnya secara nyata dalam meningkatkan
mutu pelayanan publik secara umum pada organisasi tempatnya bekerja, dan
dampak akhir bermuara pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat

Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diartikan sebagai ukuran atau
Indikator yvang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil
mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah tetapkan oleh organisasi

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih
meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan
sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat
ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara
objektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD. Berdasarkan hal tersebut, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan selaku Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama vang
mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Seruyan.
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B. DASAR HUKUM

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdavaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Seruyan disusun berdasarkan pada :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelavanan Minimal,

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah,

f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

J. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 20 Tahun 2008 tentang pedoman penyusunan indikator kinerja
utama.

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun Tahun 2010 tentang
Pelaksanaaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
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Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

l. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

m. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas
Pemberdavaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan.

C. Maksud dan Tujuan
1. Maksud dari penvusunan indikator kinerja utama adalah Untuk
mendefinisikan kinerja sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan
derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya,
2. Tujuan dari penyusunan indikator kinerja utama adalah mendapatkan
ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih
organisasi tersebut selama beberapa waktu terakhir.

D. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2023 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan dan Peraturan
Bupati Seruyan Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyvarakat dan Desa
Kabupaten Seruyan yang merubah susunan sebelumnya Peraturan Bupati Seruyan
Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,
Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Seruyan, dengan tugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Kebijakan teknis
dalam lingkup Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang meliputi Pengembangan
sarana, institusi, pemberdayaan masyarakat dan desa, pelayanan urusan
pemerintahan wajib yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar
penyelnggaraan Pemerintah Daerah.
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Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan Peraturan
Bupati Seruyan Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Seruvan adalah sebagai berikut :

a. perencanaan dan pengoordinasian perumusan kebijaksanaan pemberdayaan
masyarakat desa dengan dinas-dinas dan atau badan satuan organisasi lain di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

b. perumusan kebijaksanaan teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

c. pembinaan dan pengoordinasian Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan, Kelembagaan, Perkembangan dan Pelayanan Sosial Dasar, dan
Penataan Desa dan Peningkatan Kerjasama Desa;

d. pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan Pemerintahan Desa, Kelembagaan,
Perkembangan dan Pelayanan Sosial Dasar, dan Penataan Desa dan Peningkatan
Kerjasama Desa;

€. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyvarakat dan desa;

f. perumusan dan penyiapan kebijakan Pemerintahan Desa, Kelembagaan,
Perkembangan dan Pelayanan Sosial Dasar, dan Penataan Desa dan Peningkatan
Kerjasama Desa; dan

g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas
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Secara struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Seruvan, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, dan 3(tiga)
Bidang, seperti digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini :

Bagan 1.
SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARARKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 37 TAHUN 2022
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Jabatan struktural yang mengisi Struktur Organisasi Dinas Pemberdavaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan yakni :

Kepala Dinas dengan Jabatan Eselon 11.a.

Sekretaris/Kepala Bidang dengan Jabatan Eselon Il.a

Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi dengan Jabatan Eselon IV.a.
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2.2 Sumber Daya Perangka Daerah

Sumber Daya vang terdapat dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Seruyan dalam mendukung pelaksanaan program, kegiatan, tugas dan

fungsi adalah sebagai berikut :

a. Gedung kantor Dinas Pemberdavaan Masyarakat dan Desa Kabupateri Seruvan,
yvang merupakan wadah atau tempat dalam menjalankan tugas dan ﬁmgamya
yvang terletak pada jalan Moch. Hatta Email : 1bseru
Kuala Pembuang dengan luas tanah 13.650 M2 dan luas bangunan 1.162 M=

b. Jumlah pegawal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Seruyan sebanyak 19 orang PNS, vang terdin dan 12 orang laki-laki dan 7
orang perempuan, golongan IV sebanvak 6 orang, golongan [l sebanyvak 10
orang, golongan II sebanyak 3 orang. Sedangkan untuk tenaga PPPK dan PPPK
Paruh Waktu yang berasal dari APBD dan APBN berjumlah 18 orang dengan
rincian seperti tabel berikut:
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Tabel 2.1
Daftar Komposisi SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupnten Eeruyan
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100,00

Sumber data : Subbag Kepegawalan DPHI} Kah.Seruyan
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c. Prasarana dan sarana lainya terdiri dari komputer PC, Laptop, AC, kendaraan
roda 4, kendaraan roda 2, lemari arsip, bankas, televisi, meja dan kursi kerja,
meja dan kursi tamu, mesin pemotong rumput, dll. Dengan fasilitas Aset
Sarana Perlengkapan Kantor sebagai berikut :
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Tabel 2.2
Daftar Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Seruyan
| No | Aset/ Perlengkapan Kantor jumiah I
1. | Kendaraan Dinas Operasional  |: 2 Unit |
2 Sepeda Motor ; . 14 Unit — :
3 _i Laptop : 29 Unit
4. | Printer : 52 Unit
i 4Meia Kerja : 67 Unit
6. | Kursi Kerja |+ 60 Unit ;
RS R B R o T T
8 JLemari -A',rsip s R e R (-
9. | Brangkas .1 Unit S5
10. | Komputer |: 21 Unit e |
11. | Kipas Angin " 6 Unit
12, | Kamera .1 Unit
|13, | Handytakly ;3 Unit ]
14, Fray:kﬁm 2 : 1 Unit
15. | LemariEs . 2 Unit 2
| 16. | Genset %7 : 1 Unit
TR T e T 4 Unit e
18. | Scanner . 2Unit
'19. | Sound System "t 2 unit S ]
[zn.."’ Televisi =0 . 3 Unit LEE

= -
Sumber data : Pengurus Barang DPMD Kab.Seruyan
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2.3 Kinerja Pelayanan
Kinerja pelayanan pada masing-masing bagian/ bidang di lingkungan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan adalah sebagai
berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin Sekretaris mempunyvai tugas pokok mengoordinasikan

penyvusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang

milik daerah pada Dinas serta memberikan pelayanan administratif dan teknis
kepada semua unsur di Lingkungan Dinas, membawahkan :

1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai
tugas Pokok mengkoordinasikan penyusunan program perencanaan,
penganggaran, dan evaluasi kinerja, melaksanakan pengadministrasian
dan pelayanan umum serta melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan
barang milik daerah, dengan tugas pokok :

a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada
subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;

b. melaksanakan pengoordinasian Penyusunan Dokumen Perencanaan
Dinas;

c. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Rencana
Kerja Anggaran dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran
Dinas;

d. melaksanakan pengoordinasian dan menvusun Dokumen Pelaksana
Anggaran/ Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Dinas;

e. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Laporan Capaian
Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;

f. menyiapkan bahan evaluasi kinerja Dinas:

g. melaksanakan Administrasi Keuangan Dinas;

h. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja
bawahan; dan

1. melaksanakan tugas lainnya vang diperintahkan oleh pimpinan. |

INDIKATOR KINRJA UTAMA (IKU) TAHUN 2026




2. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala
Subbagian yvang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris Dinas, dengan tugas pokok :

a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada

Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;

Melaksanakan Administrasi Umum Dinas;

melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas;

melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas;

melaksanakan Administrasi Kepegawaian Dinas;

-8 a0 o

menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja
bawahan; dan
g. melaksanakan tugas lainnya vang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

tugas pokok Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas perumuskan

kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, evaluasi dan monitoring sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemerintahan Desa mempunyai

fungsi sebagai berikut:

a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang
Pemerintahan Desa;

b. perumusan kebijakan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan Desa;

Cc. pelaksanaan rumusan  kebijakan pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;

d. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan nasional dengan kebijakan skala
daerah tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi
Pemerintahan Desa;

€. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
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f. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawal dan prestasi kerja
bawahan; dan
g. melaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat

Hukum Adat

Bidang Kelembagaan, Perkembangan dan Pelayanan Sosial Dasar mempunyal

tugas pokok melakukan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi,

evaluasi dan monitoring sesuail dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bidang Kelembagaan, Perkembangan dan Pelayanan Sosial Dasar mempunyai

fungsi sebagai berikut:

a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang
Kelembagaan, Perkembangan dan Pelavanan Sosial Dasar;

b. perumusan kebijakan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak
di bidang Pemberdayaan Desa dan lLembaga Adat tingkat Daerah
Kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat vang
masyarakat pelakunya Hukum Adat vyang sama dalam Daerah
Kabupaten/kota dan Pembinaan, Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi
Pemerintah Desa,

c. pelaksanaan rumusan kebijakan Pemberdayaan Lembaga Kemasvarakatan
vang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat
Daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang
masyarakat pelakunya Hukum Adat vyang sama dalam Daerah
Kabupaten/kota dan Pembinaan, Pengawasan Penvelenggaraan Administrasi
Pemerintah Desa;

d. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan nasional dengan kebijakan skala
daerah tentang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di
bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah
Kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat vyang
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masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah
Kabupaten/kota dan Pembinaan, Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi
Pemerintah Desa;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan penyelengaraan
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang
Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten/kota serta
Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat vang masyarakat pelakunya Hukum
Adat vang sama dalam Daerah Kabupaten/kota dan Pembinaan, Pengawasan
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa;

f. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja
bawahan; dan

g melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bidang Penataan Desa dan Kerjasama Desa

Bidang Penataan Desa dan Kerjasama Desa mempunyai tugas perumuskan

kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, evaluasi dan monitoring di Bidang

Penataan Desa dan Kerjasama Desa sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, Untuk melaksanakan tugas Bidang Penataan Desa dan

Kerjasama Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan dan perencanaan kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa,
Fasilitasi Kerjasama Antar Desa, Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pemberdavaan
Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayvaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang
sama dalam Daerah Kabupaten/Kota;

b. Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Penataan Desa, Fasilitasi Kerjasama
Antar Desa, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi
Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang
bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah
Kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat vang
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Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/
Kota;

¢. Pelaksanaan rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Penataan Desa, Fasilitasi
Kerjasama Antar Desa, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan Desa dan  Pemberdayaan  Lembaga
Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga
Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat
Hukum Adat yvang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam
Daerah Kabupaten/Kota;

d. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan skala nasional dengan kebijakan
skala daerah tentang Penyelenggaraan Penataan Desa, Fasilitasi Kerjasama

Antar Desa, Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan Administrasi

Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan vyang
bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah
Rabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang
Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah
Kabupaten/Kota;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan Penyelenggaraan
Penataan Desa, Fasilitasi Kerjasama Antar Desa, Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan
Lembaga Kemasyarakatan vang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang
sama dalam Daerah Kabupaten/Kota;

f  Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja
bawahan; dan

g  Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.
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BAB IV
PENUTUP

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Pemerintah
khusunya dilingkungan Dinas Pemberdayvaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Seruvan sebagai dasar untuk melihat, mengukur dan menilai tingkat kinerja suatu
program vang dijalankan/dilaksanakan yvang pada akhirnya dapat digunakan
sebagai dasar pengukuran (keberhasilan/kegagalan) kinerja serta tingkat
akuntabilitas masing-masing Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruvan merupakan acuan
ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan
sasaran strategis vang telah tersusun dalam RPJPD dan Renstra Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan. Dengan ditetapkannya
Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal, maka diharapkan akan diperoleh
informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen
kinerja yang lebih baik, lebih terukur dan lebih spesifik. Informasi yang diperoleh
akan digunakan sebagal acuan dalam membuat keputusan-keputusan/kebijakan
sehingga dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan atau
bahkan bisa meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

INDIKATOR KINRJA UTAMA (IKU) TAHUN 2026




Demikianlah Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan Tahun 2026 ini disusun dan diharapkan
dapat memberikan informasi tentang kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Seruyan Tahun 2026, untuk selanjutnya sebagai bahan Indikator
Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Seruyan.

Kuala Pembuang, 2026

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten ngy&m

Pembina Tk. I (IV/b).~
NIP. 19790821 200501 1 009
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